BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat
(6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Pada
Layanan Umum Daerah;

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4688);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7657);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5340);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA

PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

(1)

(2)

Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem
yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan
keuangan daerah pada umumnya.

Kerja Sama adalah kesepakatan yang dilakukan oleh Kepala BLUDdengan
pihak ketiga untuk kepentingan pelayanan BLUD yang dibuat secara tertulis
serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian
layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar
untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.

BAB II
KERJA SAMA BLUD

Pasal 2

BLUD dapat melakukan Kerja Sama dengan pihak lain untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas pelayanan.

Pelaksanaan Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didasarkan pada prinsip:

a. efisiensi;

b. efektivitas;

c. ekonomis;

d. sinergis;

e. saling menguntungkan;
f.  kesepakatan bersama;
g. itikad baik;

h. persamaan kedudukan;



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

1. transparansi;
j- keadilan; dan
k. kepastian hukum.

Dalam melaksanakan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk Tim Kerjasama BLUD.

Tim Kerja Sama BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Pimpinan BLUD.

BAB III
BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

Bentuk Kerja Sama BLUD dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang meliputi:

a. kerjasama operasional; dan
b. pemanfaatan barang milik daerah.

Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan
manajemen dan proses operasional secara bersama dengan dengan mitra kerja
sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.

Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau
optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan
untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan
umum yang menjadi kewajiban BLUD.

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, antara lain:

a. kerjasama sewa-menyewa; atau
b. kerjasama usaha lainnya.

Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan
penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD kepada pihak lain atau
sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk
jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala yang
pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan pengelolaan Barang Milik
Daerah.

Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUDsebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang
menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas
pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

BAB IV
TATA CARA KERJASAMA

Pasal 4

Tata cara kerjasama BLUD dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

a.

persiapan,;



penawaran;
penyiapan kesepakatan;
penandatanganan kesepakatan;
penyiapan perjanjian;

penandatangan perjanjian; dan
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pelaksanaan.

Pasal 5

Pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan
tahapan yang terdiri atas:

a. menyusun rencana kerjasama terkait obyek yang akan dikerjasamakan;

b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai obyek yang akan
dikerjasamakan; dan

c. menganalisa manfaat dan Biaya Kerja Sama yang terukur dengan
perbandingan apabila dilaksanakan secara swakelola.

Pasal 6

Dengan dasar data yang lengkap terhadap objek yang akan dikerjasamakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka dilakukan:

a. penentuan prioritas objek yang akan dikerjasamakan;

b. penawaran objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran.

Pasal 7
Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, paling sedikit memuat:
a. objek yang akan dikerjasamakan;
b. manfaat kerjasama;
c. bentuk kerjasama,;
d. tahun anggaran dimulainya kerjasama; dan

e. jangka waktu kerjasama.

Pasal 8

Dalam tahap penyiapan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
¢, disusun kesepakatan bersama yang memuat:

a. identitas para pihak;

b. maksud dan tujuan;

c. objek dan ruang lingkup kerjasama;

d. Dbentuk kerjasama,;

e. sumber biaya;

f.  jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, termasuk jangka waktu; dan

penyusunan rancangan perjanjian Kerja Sama, jadwal pembahasan dan
penandatanganannya.



Pasal 9

Dalam tahap penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e,
disusun rancangan perjanjian Kerja Sama yang paling sedikit memuat materi :

a. subjek Kerja Sama;

b. objek Kerja Sama;

c. ruang lingkup Kerja Sama;

d. hak dan kewajiban;

jangka waktu Kerja Sama;
keadaan memaksa/force majeure;

penyelesaian perselisihan; dan
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pengakhiran Kerja Sama.

BAB V
HASIL KERJA SAMA BLUD

Pasal 10

(1) Hasil Kerja Sama BLUD dengan pihak lain merupakan penerimaan dan disetor
ke rekening kas BLUD.

(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan
secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis
Anggaran BLUD.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

(1) Terhadap pelaksanaan Kerja Sama BLUD dilakukan pemantauan secara
berkala oleh Pimpinan BLUD.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak Kerja Sama.

BAB VII
KENTENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini semua Kerja Sama yang telah ada,
tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian Kerja Sama BLUD sepanjang
tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 24 November 2022
BUPATI BANDUNG BARAT,
ttd.
HENGKI KURNIAWAN
Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 24 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 42



